BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat di

tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengentansan kemiskinan di Provinsi Gorontalo belum memberikan
dampak yang signifikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pengeluaran
perkapita di wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan pengeluaran perkapita yang ada di wilayah perkotaan.
Dengan artian bahwa masih banyak masyarakat di wilayah pedesaan
yang mengalami pertumbuhan pendapatan perkapita yang negatif.

Program bantuan pangan non tunai daerah (BPNT-D) belum efektif
dalam mengurangi angka kemiskinan, disebabkan karena sasaran
penerima bantuan tersebut belum tepat. Program bantuan pangan non
tunai daerah (BPNT-D) akan memberikan dampak yang lebih baik atau
signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo
apabila pihak-pihak terkait atau OPD lebih memperhatikan status
kesejahteraan dari kepala penerima manfaat (KPM) karena mengingat
dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk program ini tidaklah

sedikit.
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5.2. Saran dan Kebijakan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kajian ini, ada beberapa

rekomendasi kebijakan terkait dengan penyaluran BPNT di Provinsi Gorontalo,

diantaranya :

1.

Besarnya dana untuk program BPNT yang dialokasikan oleh pihak
pemerintah, disarankan agar program ini dapat diselaraskan dengan
program-program lain terutama yang terkait dengan upaya pemberdayaan
masyarakat atau ekonomi.

Untuk penyaluran program BPNT ini sebaiknya pihak instansi terkait lebih
memperhatikan status kesejahteraan dari para penerima bantuan atau
kepala penerima manfaat (KPM).

Updating data atau melakukan survey kembali untuk calon penerima
bantuan, hal ini perlu dilakukan mengingat data BDT (Basis Data Terpadu)
yang digunakaan saat ini merupakan data yang diperoleh pada tahun
2015 sehingga sangat dimungkinkan terjadi perubahan kondisi data
penerima.

Diharapkan agar program BPNT-D ini juga bisa berperan dalam upaya
pemberdayaan ekonomi masyarakat terkhusus untuk UKM yang
memproduksi bahan-bahan yang termasuk dalam daftar jenis bantuan
yang akan diberikan kepada KPM

Diharapkan untuk peneliti  selanjutnya, agar kiranya dapat

mengembangkan atau menggunakan program lain dalam rangka
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menurunkan atau menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo

kedepannya.
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